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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data serta penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis dan dikemukakan dalam Bab sebelumnya, dapat penulis 

simpulkan sebagai berikut : 

1. Kontrak Kerja Konstruksi dalam proyek pembangunan drainase 

pada Jalan Wiluyo Puspoyudo di Kota Balikpapan telah bersesuaian 

dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi yang telah menguraikan mengenai 

persyaratan yang harus dicakup dalam Kontrak Kerja Konstruksi; 

2. Terhadap kontrak kerja konstruksi dalam proyek pembangunan 

drainase pada Jalan Wiluyo Puspoyudo di Balikpapan, terdapat 

wanprestasi berupa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang 

dilakukan oleh CV. Wiratama Perkasa (selaku penyedia jasa). 

Terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut pihak 

penyedia jasa mengajukan permohonan kesempatan penambahan 

waktu pelaksanaan pekerjaan. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Balikpapan selaku Pengguna Jasa merespon permohonan CV. 

Wiratama Perkasa dengan mengadakan musyawarah terhadap 

wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Wiratama Perkasa dan 

menghasilkan Addendum Surat Perjanjian yang telah disepakati 

oleh para pihak. 
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B. SARAN 

1. Pengguna Jasa 

Terhadap simpulan di atas, penulis hendak memberikan 

saran kepada pengguna jasa agar tidak melalaikan kewajiban yang 

sudah seharusnya ditunaikan agar tidak menghambat proses 

pengerjaan konstruksi. Dalam studi kasus a quo ditemukan fakta 

bahwa adanya keterlambatan penerbitan surat yang merupakan 

ranah tanggung jawab pengguna jasa telah mempengaruhi waktu 

pelaksanaan pekerjaan sehingga terjadi keterlambatan dalam 

penyelesaian pekerjaan konstruksi. Kelalaian pengguna jasa dalam 

menunaikan tanggung jawab yang berakibat pada keterlambatan 

pelaksanaan pekerjaan tidaklah seharusnya dibebankan sepenuhnya 

kepada penyedia jasa. 

2. Penyedia Jasa 

Penyedia Jasa dapat memberlakukan asas Actio Pauliana 

terhadap pengguna jasa. Karena dalam klausul terkait pelaksanaan 

pekerjaan yang terhambat karena kelalaian pengguna jasa belum 

termaktub dalam dokumen kontrak, sehingga dari studi kasus a quo 

sudah seharusnya perihal keterlambatan pengerjaan yang 

disebabkan oleh pengguna jasa diatur lebih lanjut dalam klausul 

kontrak agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembebanan tanggung 

jawab. 
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Lampiran 1 : Syarat-Syarat Umum Kontrak 
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Lampiran 2 : Syarat-Syarat Khusus Kontrak 
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Lampiran 3: Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 

127.76/1.03.06.2.01.06-09/DPU-SDA/VII/2023/GORONG-

GORONG.PRIMER.PUSPOYUDO 
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